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MK Putus Pasal Makar dan Pemufakatan Jahat

Jakarta, 30 Mei 2017 — Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar Pengujian Materiil Pasal 87 dan
Pasal 110 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Selasa (30/5) pukul 10.00 WIB di
ruang sidang MK dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor
Perkara 19/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh Habiburokhman. Norma materiil yang diuji yaitu:

Pasal 87 KUHP:

“Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata
dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam Pasal 53”.

Pasal 110 ayat (1) KUHP:

“Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut pasal 104, 106, 107, dan 108
diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut”.

Sidang perdana yang digelar rabu (17/5), Pemohon tidak hadir meskipun Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi telah memanggil secara patut dengan bukti pemanggilan dan sudah ditandatangani.

Pada permohonannya, Pemohon menilai Ketentuan Pasal 87 KUHP tidak mempunyai kepastian hukum,
apa yang dimaksud dengan makar dan apa ukurannya. Dengan merujuk pada Pasal 53 KUHP menjadi
tidak jelas apa yang membedakan percobaan makar dan makar itu sendiri. Disamping itu juga
berpotensi menghalangi hak Pemohon sebagai warga negara untuk bersikap kritis yang merupakan hak
asasi manusia karena sikap kritis mudah sekali disalahartikan sebagai percobaan tindak pidana makar.

Pasal 110 ayat (1) KUHP jelas bertentangan dengan kepastian hukum karena menjadi tidak jelas apa
perbedaan antara makar dengan permufakatan jahat untuk makar dengan makar itu sendiri karena
ancaman hukumannya pun sama. Menurut Pemohon, ketentuan tersebut berpotensi menghalangi hak
pemohon sabagai warga negara untuk bersikap kritis karena pembicaraan yang mengkritis pemerintah
mudah sekali disalahartikan sebagai permufakatan jahat untuk melakukan makar.

Oleh karenanya, dalam petitumnya Pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan Pasal 87 dan
Pasal 110 ayat (1) KUHP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (Lbg)
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